‘/ URGENSI PENGATURAN TRANSFER DATA PRIBADI ()
& OTORITAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI u

(bagian 1)
KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI PADA PENYELENGGARAAN PEMILU

Subjek data pribadi tidak memiliki hak . Transfer data hanya dapat dilakukan *  Transfer data dilakukan secara elektronik
dalam transfer data kependudukan . dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) .

: antara Disdu!;cap" deng_an inlstangi # MO EBSSBISEBBNBEEBBRBEBBEBES

E hrys can Udak‘ HRRuk mdlw.d E * Permendagri Nomor 95 tahun 2019
Pemutakhiran data kependudukan, I bl et bk R alkeh el dhlr b R et e . tentang SIAK, memfasilitasi pengelolaan
dilakukan bila ada permintaan pemilik - Publikasi data kependudukan dilakukan = informasi Administrasi Kependudukan di
data untuk divalidasi dengan o Disdukcapil terhadap data pribadi yang | tingkat penyelenggara dan instansi
menyerahkan data non elektroniknya. .« telah bersih dan telah selesai divalidasi, . pelaksana sebagai satu kesatuan.

elektronik

Pangaiisn scan data KTP, KK, Validasi data oq Rekomendasi Pengesahan Sertoion ahekinanik
TR gy MRS gy AR yp IRTEE gy o gy IR
(ahaital  manual) i sbie, SRR et B Dinas dikirim via email ke

TRANSFER DATA PRIBADI TERKAIT DATA MEDIS
non-elektronik erua data pasien, dikenakan biaya R. 55.000,-

<

transfer data elektronik berupa data pasien ke RS lain

Dilakukan melalui Sistem Informasi

n Terintec Transfer data Rumah sakit asal memiliki
il gatnclen B iR 3 ‘mEpmEmammmnL
i sermua rumah sa : , . A pasien dan mendl
~ pemerintah dan swasta. - resume nya ke rumah sakit



URGENS| PENGATURAN TRANSFER DATA PRIBADI )
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(bagian 2)
MEKANISME PDP DI DINAS KOPERASI TERKAIT BPUM /
_ data ditransfer darl hasil verifikasi dan e ﬂ':thuk hasil keputusan
pemahon validasi data Dinas kepada lembaga Bl Checking Akt et Hitaisk disampaikan ke
mengajukan pribadi pemberi bantuan (bank) diserahkan kepada Vsl tareaht lembaga pemberi
berkas ke pemohon di untuk dilakukan proses Kementrian Aidacarkan atas bantuan untuk
dinas Dinas Bl Checking atas riwayat Koperasi untuk kelayakan usulan dikeluarkan
Koperasi keuangan pemohon diperoleh yang diajukan bantuan kepada
» >> » keputusan pamahon pemohon
MEKANISME PDP DI DINAS SOSIAL TERKAIT BANTUAN SOSIAL
rekap data pribadi
data ral pemnphon di?ransfer hasil Muskel di-input data penerima
pemohon Dg‘:s 5? ketluur:ahan mﬁﬁf%ﬁhﬁﬁ:ﬁ k mK:nr:ﬁtﬂSE:n bantuan ditransfer
nlgr‘;rg e?ct?‘ghalk parsa?ujugg StHe data d{vakrﬂicasidta ék::‘I; data k;ﬁmg_g: Rﬁgg n pekeglalerabE?l?Ean
mohon melalui ependudukan 1 e
yang diajukan e i pervohorn ke Keoida perrchon, | e pgﬁi"h';‘ﬁ oleh
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PENGECUALIAN PELINDUNGAN DATA Langkah strategis
PRIBADI UNTUK PERTAHANAN NEGARA - OTORITAS PENGAWAS INDENPENDEN PDP

perlu mengatur:

KRITERIA KONDISI yang -

memaksa pemerintah untuk - —
mengecualikan PDP untuk - -
pertahanan negara .

=. MEKANISME pengecualiannya

Memastikan tugas dan
wewenang otoritas PDP

Menentukan meodel pilihan
otoritas PDP yang akan
digunakan di Indonesia

Memastikan sinkronisasi
tugas wewenang otoritas
PDP dengan Komisi lain
yang telah ada

JANGKA WAKTU RETENSI
pengecualiannya



